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PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat restasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaan-pengeluaran umum
berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan
pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui
penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam
menopang pembangunan nasional. Bila pemungutan pajak ditingkatkan
maka secara otomatis penerimaann negara akan bertambah besar, dengan
demikian pemerintah akan lebih leluasa dalam membiayai kegiatan
pemerintah dan pembangunan.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1
menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.



Peran pajak di Indonesia di bedakan dalam dua fungsi utama yaitu
fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend). Dalam
fungsi anggaran pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara untuk
menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
Sedangkan dalam fungsi mengatur, pajak sebagia alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi. Menyadari betapa besarnya peranan pajak, maka pelaksanaan
pemungutanpajak bukan semata-mata menjadi  tugas dan kewajiban
apratur pajak, tetapi menjadi kewajiban seluruh warga negara membayar
iuran tersebut sesuai peraturan perpajakan indonsia.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan
peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama untuk
melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan
pembangnan negara dan pembangunan nasional. Pajak sumber yang
sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara.
Dengan demikian dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya
kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk
membayar pajak. Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dalam
APBN dan APBD. Pemerintah Indonsia harus lebih berusaha
meningkatkan peneriamaan dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi
bahwa dari sektor pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam

anggaran penerimaan negara.



Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan.
Pertama, Pajak Langsung yang contohnya pajak penghasilan. Kedua,
pajak tidak langsung yang contohnya pajak pertambahan nilai, bea
materai, bea balik nama. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepada
orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan diatas Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal tersebut tidak berlaku bagi pajak
pertambahan nilai, karena pajak tersebut dikenakan kepada setiap orang
yang telah mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa kecuali
jenis barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam pasal 4A Undang-
Undang nomot 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang
dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPN dan
PPnBM.

Salah satu jenis pajak di Indonesia dan memberikan kontribusi
yang sudah cukup besar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pengenaan PPN dapat dilimpahkan kepada orang. lain dan seperti yang
telah diketahui bahwa hampir semua barang maupun jasa Yyang
dikonsumsi di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP).Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap
pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari
produsen ke konsumen. Pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat
pengusaha kena pajak melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa

kena pajak yaitu Pajak Masukan. Apabila barang kena pajak atau jasa



kena pajak tersebut dijual, maka pengusaha kena pajak akan memungut
pajak dari pembeli, dan pajak yang dipungut ini disebut Pajak Keluaran.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia
sejak 1 Juli 1984 untuk menggantikan Pajak Penjulan (PPn). Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakan faktor-faktor
produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalukan,
dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Sesuai
dengan .namanya Pajak Pertambahan Nilal® (PPN) dikenakan atas
pertambahan nilai yang timbul pada setipa penyerahan barang atau jasa
dalam suatu mata rantai produksi. Tarif Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang berlaku atas penyerahan barang atau jasa adalah tarif tunggal
sehingga lebih mudah dalam pelaksanaannya dan tidak ada
penggolongan dengan tarif yang berbeda.

Objek pajak pertambahan nilai adalah “penyerahan barang kena
pajak atau jasa kena pajak”. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang
berwujud “yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang
bergerak maupun barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang
dikenakan pajak berdasarkan Undag-Undang PPN dan PPnBM. Jasa
Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayaan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau
fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa

yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau
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permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan yang dikenakan
pajak berdasar Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Saat ini Indonesia menganut sistem pemungutan pajak yaitu self
assessmen system. Hal ini berarti wewenang sepenuhnya untuk
menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif
menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri
pajaknya. Petugas pajak tidak campur tangan dalam penentuan besarnya
pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang
berlaku. Dan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak
sendiri untuk melakukannya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman
yang benar dan baik mengenai pelaksanaan perhitungan, pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan pajak, sehingga laporan pajak perusahaan

jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis ingin menyusun Tugas
Akhir dengan judul “Pelaksanaan dan Permasalahan Pajak

Pertambahan Nilai Pada PT. Selaras Husada Surabaya”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis
mengambil rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana cara perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) pada PT. Selaras Husada ?
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Bagaimana pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) pada PT. Selaras Husada dengan baik dan benar sesuai

ketentuan perpajakan yang berlaku?

. Apa permasalahan pada cara penghitungan, pemungutan, penyetoran,

dan pelaporan PPN pada PT. Selaras Husada?

Tujuan Tugas Akhir

Tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui Pelaksanaan dan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.

Selaras Husada Surabaya

Manfaat Tugas Akhir

1. Manfaat bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana
pelaksanaan perhitungan, pemungutan,penyetoran, dan pelaporan
pajak pertambahan nilai yang telah diajarkan secara teori dan praktek
kemudian diaplikasikan dalam dunia kerja.

Manfaat bagi perusahaan

Dapat menghasilkan sebuah informasi dan memberikan masukan bagi

pihak manajemen PT. Sealaras Husada tentang pelaksanaan



perhitungan, pemungutan, dan pelaporan, khususnya pajak
pertambahan nilai.

3. Manfaat bagu Pihak Lain
Dapat digunakan sebagai referensi, informasi tambahan dan bahan
pertimbangan dalam penelitian selanjutnya tentang pajak pertambahan

nilai.

1.5 RUANG LINGKUP.STUDI LAPANG

Ruang lingkup yang akan dibahas adalah hal-hal yang terkait dengan
Pelaksanaan dan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Selaras Husada

Surabaya.

1.6 METODE PENGUMPULAN DATA

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapang
Yaitu teknik pengumpulan data denagn cara mengadakan penelitian
secara langsung pada obyek penelitian. Studi lapang ini dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
e Observasi
Yaitu cara pengumpulan data dengan cara pengamatan secara

langsung terhadap masalah yang diteliti.



e Wawancara
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan komunikasi
langsung dengan pihak terkait yang berwenang atas perusahaan
tersebut.
e Dokumentasi
Yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengambil arsip
atau dokumen yang terdapat di PT. Selaras Husada yang
dijadikan acuan untuk mengerjakan penulisan tugas akhir.
2. Studi Pustaka
Merupakan suatu teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk
menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang
sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah,
laporan penelitin, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan seumber-

sumber tertulis maupun elektronik.



